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BAB 
IV
) PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi Pembangunan Daerah Provinsi NTT sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Nusa Tenggara Timur Yang Maju,  Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dimaksud dalam arahan periode ketiga pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2013 – 2018 dirumuskan sebagai penuntasan MDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan bermoral serta  mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. 
Arahan RPJPD untuk periode ketiga 2013-2018 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 dalam visi Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan  menjadi 8 (delapan) misi, yaitu :
1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Untuk mewujudkan visi melalui kedelapan misi yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018. Tujuan dan Sasaran pembangunan dimaksud, khususnya untuk tahun 2016  sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
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	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	TAHUN 2016

	1. Meningkatkan mutu  dan akses Pendidikan pada semua jenjang
	1.Meningkatnya  rata-rata lama sekolah
	1. APM (%)
· SD
	98,49

	
	
	· SMP
	85,1

	
	
	· SMA/SMK
	82,93

	
	
	2. APK (%)
· SD
	113,14

	
	
	· SMP
	94,9

	
	
	· SMA/SMK
	74,88

	
	
	3. APS
· SD
	96,81

	
	
	· SMP/MI
	93,23

	
	2. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Kemampuan penduduk usia >15 tahun:
· Dapat Membaca dan Menulis
	92,7

	
	
	· Buta Huruf
	7,3

	
	3.Meningkatnya   kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan
	a. Pendidikan penduduk umur >10 tahun
· Tidak berizasah
	34,07

	
	
	· SD (%)
	30,41

	
	
	· SMP (%)
	13,77

	
	
	· SMA  (%)
	12,68

	
	
	· SMK (%)
	3,64

	
	
	· Akademi/PT(%)
	5,39

	
	
	b. Rasio Sekolah-Siswa
· SD
	1:181

	
	
	· SMP
	1:217

	
	
	· SMA/MA/ SMA/LB
	1:425

	
	
	· SMK
	1:361

	
	
	Tingkat Kelulusan (%)
· SD
	

	
	
	SMP
	100

	
	
	· SMA
	99,16

	
	
	· SMK
	98,14

	
	
	Jumlah guru berpendidikan S1(%)
· SD
	34,6

	
	
	· SMP
	65,8

	
	
	· SMA
	87,76

	
	
	· SMK
	81,3

	
	4. Meningkatnya   ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

	Aksesibilitas sarana prasarana pendidikan
· SD
	68,34

	
	
	· SMP
	98,71

	
	
	· SMA
	36,72

	
	
	· SMK
	14,07

	
	5. Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan
	1. Sertifikasi guru (%)

	50,11

	
	
	2.Penerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS)
	56

	
	
	3.Penerapan kurikulum2013 (%)
· SD
	100

	
	
	· SMP
	100

	
	
	· SMA/SMK
	100

	
	
	4.Penerapan SPM Pendidikan
	

	
	6. Meningkatnya pendataan, pengkajian, pelestarian, pembinaan, pemanfaatan, pengembangan, pendokumentasian dan penyebarluasan kebudayaan
	· Dokumen
	65%

	
	
	· Bank Data
	65%

	
	
	· Jumlah obyek budaya yang tertangani
	65%

	
	
	· Jumlah sanggar seni
	65%

	
	7. Meningkatnya  mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan
	· Jumlah minat baca
	65%

	
	
	· Jumlah perpustakaan Sekolah
	65%

	
	
	· Jumlah perpustakaan Desa/kelurahan
	65%

	2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga
	8. Mewujudkan generasi pemuda yang cerdas dan kreatif
	· Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina
	13

	
	
	· Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina
	17

	
	
	· Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina
	59

	
	9. Menumbuhkankembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda

	· Menurunnya presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja
	3,25%

	
	10. Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi

	· Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan
	95  atlet

	
	
	· Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi
	11  club


	
	
	· Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat
	280  peserta

	
	11. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga
	· Jumlah fasilitas olahraga yangdikembangkan dan direhabilitasi
	1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja

	1. Meningkatkankan umur harapan Hidup
	1. Meningkatnya  Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu
	1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat:
	

	
	
	· Rumah sakit
	46

	
	
	· Puskesmas
	365

	
	
	· Pustu
	3220

	
	
	2.Layanan Rujukan pelayanan sekunder dan tersier di setiap region provinsi
	

	
	
	· Prosentase Jumlah Rumah Sakit (PONEK)
	100

	
	
	· Jumlah Puskesmas PONED (%)
	42

	
	
	· Jumlah Pustu (%)
	20

	
	
	3.Rasio Fasilitas Kesehatan
	402

	
	2. Penurunan  kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir
	1. Angka harapan hidup
Jumlah  Kelahiran
	72,13

	
	
	· Prosentase Bayi  Lahir Hidup
	101,77

	
	
	· Prosentase Bayi Lahir Mati
	98,97

	
	
	Kasus balita gizi
	1,02

	
	
	· Kurang
	11,46

	
	
	· Buruk
	0,88

	
	3. Menurunnya angka  kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
	1.Jumlah kasus penyakit di desa/kelurahan (%)
	

	
	
	· Muntaber
	9,57

	
	
	· Demam Berdarah
	2,65

	
	
	· campak
	1,59

	
	
	· ISPA
	9,03

	
	
	· Malaria
	14,88

	
	
	· TBC
	5,2

	
	
	· Lainnya
	1,14

	
	
	2.Kabupaten/kota yang menjalankan SIKDA manual dan (online)
	40%

	
	
	3.SKPD Kesehatan sebagai regulator dan pengawas  bidang kesehatan
	

	
	
	· Fasilitas  kesehatan yang berijin (%)
	65%

	
	
	· Sarana kesehatan yang terakreditasi (%)
	65%

	
	
	· Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)
	65%

	
	
	4.Kejadian malpraktek layanan kesehatan yang ditangani (%)
	100%

	
	
	5. Jml regulasi  kab/kota yang mendukung pembangunan kesehatan
	22 Kab /Kota

	
	
	6.Standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit berserta pengawasannya
	

	
	
	· Kepuasan masyarakat pada layanan puskesmas (%)
	45%

	
	
	· Kepuasan masyarakat pada layanan RS (%)
	70%

	
	
	7.keterlibatan tenaga peneliti  atau lembaga penelitian dalam perumusan dan evaluasi kebijakan kesehatan (%)
	75%

	
	
	8.Ketepatan dan kelengkapan pelaporan data di setiap level pelayanan kesehatan (%)
	80%

	
	
	9.Jumlah perusahaan yang menjalankan program K3
	100%

	
	
	10.Persentase rumah tangga yang ber-PHBS
	70%

	
	
	11. Jumlah dan kualitas poskesdes
	

	
	
	· Jumlah poskesdes
	75%

	
	
	· Rasio poskesdes per jumlah penduduk
	Sesuai target SPM

	
	
	12. Jumlah bantuan/hibah pemberdayaan masyarakat
	10 % Dana Program

	
	
	13. pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran
	

	
	
	· Jumlah Dokter (Orang)
	847

	
	
	· Rasio per satuan penduduk
	0,21

	
	
	· Jumlah Tenaga  Paramedis:Perawat/Bidan (Orang)
	10,598

	
	
	· Rasio per satuan penduduk
	1,98

	
	
	14. aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau
	

	
	
	· Sebaran institusi penyedia sediaan farmasi (Kab/kota)
	22 Kab./kota

	
	
	· Obat generik berlogo dalam persediaan obat (kab/Kota)
	22 Kab./kota

	
	
	15. RS memiliki peralatan kesehatan yang standar  (%)
	50%

	
	
	16. hasil penelitian yang diaplikasikan dalam intervensi program kesehatan (%)
	50%

	2.Meningkatkan Kualitas Kehidupan keluarga
	4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB
	1. Angka Partisipasi KB:
	

	
	
	· Jumlah Akseptor KB
	434.778

	
	
	· Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
	697.388

	
	
	· Peserta KB Aktif (%)
	8.131

	
	
	· TFR  (%)
	2,64

	
	
	2. Peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada Desa/kel (%)
	

	
	
	· Sendiri
	86,07

	
	
	· bersama
	3,63

	
	
	· Umum
	1,15

	
	
	· Bukan jamban
	9,15

	3.Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat
	5. Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat
	1.Jumlah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan District Health Account setiap tahun (Kab/kota)
	22 Kab/kota

	
	
	2. Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
	60%

	1.Peningkatan kapasitas ekonomi   unggulan berbasis pertanian
	1.Meningkatnya pendapatan  petani
	Produksi padi/gabah
(ton)

	872.855

	
	
	2.Jumlah alat mesin pertanian dalam pengelolaan areal dan penanganan pasca panen (unit)

	41.880

	
	3.Meningkatkan potensi hasil hutan
	· Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : Jumlah stup Lebah Madu
	267 stup

	
	
	· Jumlah lokasi budidaya Kutu Lak
	11

	
	
	· Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan
	66.666 Ha

	2. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung,  ternak,  cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia  dan NTT sebagai provinsi Koperasi
	1.Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional
	1.Produksi Jagung (ton)
	880.976

	
	
	2.Luas tanam (Ha):
	

	
	
	· kelapa (ha)
	161.647

	
	
	· Jambu Mente
	198.391

	
	
	· Kopi
	244.632

	
	
	· Kakao
	57.358

	
	
	· Cengkeh
	18.164

	
	
	· Vanili
	3.305

	
	
	· Pala
	1.793

	
	
	· Kemiri
	82.158

	
	2.Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	· Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)
	150

	
	
	· Prosentase penanganan daerah rawan pangan (50%)
	83,3%

	
	
	· Prosentase penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)
	83,3%

	
	
	· Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS
	83,3%

	
	3.Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan
	· Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit)
	80,2%, 245 Unit

	
	
	· Jumlah Tenaga penyuluh (%;orang)
	77,8%, 1915 Orang

	
	
	· Jumlah Kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes)aktif (unit)
	308 Unit

	
	
	· Jumlah kelompok tani (kelompok)
	17.831  Kelompok

	
	4.Meningkatnya pendapatan peternak
	· Populasi ternak sapi(ekor)
	978.567

	
	
	· Populasi ternak kerbau (ekor)
	162.604

	
	
	· Populasi ternak kuda (ekor)
	122.777

	
	
	· Populasi ternak kambing/domba(ekor)
	624.963

	
	
	· Populasi Domba (ekor)
	64.646

	
	
	· Populasi ternak babi (ekor)
	1.787.805

	
	5.Meningkatnya kunjungan wisata dan  rata-rata lama tinggal wisatawan
	· Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
	124.356

	
	
	· Jumlah kunjungan wisatawan domestik (orang)
	541.555

	
	
	· Rata-rata lama menginap (hari)
	2,58

	
	6.Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor
	· Meningkatkan jumlah IKM yang dibina (mengembangkan IKM dan menumbuhkan wira usaha baru)
	5.984  unit usaha


	
	
	· Penyerapan tenaga kerja (org)
	1.703

	
	7.Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi  dan UMKM
	· Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif (unit)
	3.876

	
	
	· Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi (org)
	745.331

	
	
	· Meningkatnya Modal sendiri koperasi (juta)
	858.029.998

	
	
	· Meningkatnya modal luar koperasi (juta)
	1.594.992.556

	
	
	· Meningkatnya aset koperasi (juta)
	2.141.672.523

	
	
	· Meningkatnya volume usaha koperasi (juta)
	1.940.729.624

	
	
	· Meningkatanya SHU Koperasi (juta)
	1.940.729.624

	
	8.Meningaktnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana
	· Luas tanaman
	133,3  Ha

	
	
	· Jumlah bibit tanaman Cendana yang ditanam
	2.433.102

	3.Peningkatan nilai tambah  dan jangkauan pasar produk  unggulan
	Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri
	· Peningkatan Jumlah Industri (unit)
	29

	4.Meningkatkan  pembangunan pusat ekonomi  baru ekonomi kerakyatan
	1.Meningaknya jumlah dan volume kegiatan investasi
	· Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah (Kab/Kota)
	22 Kab./Kota

	
	
	· Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah (kab/Kota
	22 Kab./Kota

	
	
	· Tersedianya informasi peluang usaha sektorunggulan (kab/Kota))
	22 Kab./Kota

	
	2.Meningkatnya pelayanan Perizinan sesuai SPM
	Meningkatnya pelayanan perijinan
	Semua jenis jenis pada KPPTSP

	
	3.Meningatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja
	· Meningkatnya jumlah angkatan kerja yg memiliki ketrampilan
	2,47 %

	
	
	· Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 %
	24,99 %

	
	4.Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
	· Penyelesaian kasus PHI melalui PB
	97,91

	
	
	· Peninjauan kembali UMP tiap tahun
	Rp. 1.975.000

	
	
	· Besaran pemeriksaan perusahaan
	49,39%

	
	
	· Pengujian peralatan perusahaan
	2,50%

	
	5.Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam  wilayah NTT dan keluar wilayah NTT
	· Besaran  peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi
	57,17%

	
	
	· Besaran pemanfataan cadangan areal yang behasil dibangun
	58,96%

	1.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip good governance
	1.Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT
	· Perda penataan kelembagaan

	1 perda

	
	
	· Efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah/SKPD (%)
	75%

	
	
	· Penataan dan pengendalian kelembagaan , anjab dan ABK Kab/kota
	75%

	
	
	· Terlayaninya kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
	70%

	
	
	· Terfasiliitasi dan terkoordinasinyadaerah dengan K/L
	70%

	
	2.Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif
	· Meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus
	75%

	
	
	· Pengembangan ekonomi dan industri di Kapet Mbay
	75%

	
	
	· Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya)
	75%

	
	3.Terwujudnya aparatur yang profesional
	· Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai tupoksi (%)
	75%

	
	
	· % pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural
	75%

	
	
	· % Pegawai yang mengikuti diklat teknis
	50%

	
	
	· % Pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjejangan fungsional
	75%

	
	
	· % Pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas
	75%

	
	
	· Jumlah pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 bagi PNS
	100%

	2.Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
	Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaiakan berbagai masalah sosial di NTT dan
terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat
	· Produk Legislasi Daerah
	511

	
	
	· Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu
	133

	
	
	· Rapat koordinasi permasalahaan hukum
	18

	
	
	· Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/kota
	437

	3.Mewujudkan P-5 HAM
	Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemebntukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM
	Penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan
	33

	
	
	· Sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan dan inventarisasi masalah-masalah hukum
	37

	
	
	· Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan pembinaan JDIH kab/kota
	28

	
	
	· LHKPN
	451

	
	
	· Koordinasi pelaksanaan RANHAM  dan perumusan kebijakan hukum
	23

	4.Mewujudkan ketertiban keteraturan dan keamanan dalam masyarakat
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
	Menurunnya tingkat gangguan ketertiban di daerah
	66,6 %  gangguan yang muncul

	5.Memperkokoh kesatuan dan persatuan serta politik didaerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat
	1.Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional
	· Meningkatnya peran Badan Kesbangpol dalam koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
	100%

	
	
	· Meningkatnya peran aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah
	100%

	
	2.Meningkatnya penghayatan, pengamalan, pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partsispasi dalam berdemokrasi
	· Meningkatnya ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional
	66,6 %

	
	
	· Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi
	66,6 %

	
	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
	Jumlah PERDA inisiatif, jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah sebagai TL dari aspirasi masyarakat
	

	
	4. Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD
	· Meningkatnya pelayanan perijinan
	66,6 %

	
	
	· Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
	8

	
	
	· Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian yang berkualitas dan tepat waktu
	15

	
	
	· Jumlah perencanaan Pengelolaan  DAS terpadu antar daerah difasilitasi Pemda dan Forum DAS NTT
	10

	
	5.Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
	· Terbentuknya Daerah otonom Baru (DOB)
	3

	
	
	· Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L
	100%

	6.Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
	1. Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah
	· Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah;
	818,6  Milyar

	
	
	· Meningkatnya upaya penataanusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel;
	53,3%

	
	
	· Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur
	

	
	2. Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov
	Kualifikasi SDM Pengawas;
	100%

	
	14. Meningkatnya sumber daya pendidikan kejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri
	Meningkatnya jumlah kejuruan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan lulusan sekolah kejuruan yang masuk pasar kerja
	75%

	
	3. Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi lokal
	Meningkatnya jumlah kluster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah
	75%

	
	4. Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung
	Tersedianya publikasi hasil penelitian bidang politik dan pemerintahan
	75%

	
	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti
	Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukandalam proses pengambilan keputusan publik
	75%

	1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang
	1.Tersusunnya Rencana tata ruang dan   pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan
	· Perda Tata Ruang (buah)
	22

	
	
	· Perda RDTL Kawasan
	15

	
	
	· Pemanfaatan Ruang sesuai  struktur RTRWP (%)
	60%

	
	
	· Pemanfaatan Ruang sesuai Pola RTRWP (%)
	60%

	
	
	· Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
	20%

	
	2.Terciptanya konekktivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa
	Panjang Jalan  Provinsi  (Km)
	1263,79 Km

	
	3.Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyatakat dan produktifitas layanan  jaringan irigasi teknis
	Parasarana  Irigasi dan Jaringan Irigasi baik (%)
	60%

	
	4.Meningkatnya profesionlisme masyarakat jasa konstruksi dalampembangunan infrastrukstur
	Perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan  (Kab/Kota )
	16

	
	5.Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan
	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni %)
	73,3

	
	6. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat
	Sarana Air Bersih Perdesaan
	40

	
	7.Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan
	Pelayanan Air Minum (%)
	51,66

	2. Peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung daya saing wilayah
	1. Review Kawasan Hutan
	Luas wilayah DAS/Pulau yang dipertahankan sebagai kawasan hutan minimal 30%
	1.657.357 ha


	
	2.Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 50%
	· Penurunan jumlah kasus kehutanan
	56 kasus

	
	
	· Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan
	61,53%


	
	
	· Penurunan luas kebakaran lahan kawasan hutan
	7,897  Ha

	
	3.Rehabilitasi  dan Lahan seluas 3.500 Ha
	· Pembuatan tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan
(RHL, HKm, HD, Pengelolaan DAS dan Pembibitan
	273.217  Ha


	
	
	· Penyusunan rencana detail/teknis tata ruang kawasan DAS lintas kabupaten
	1

	
	
	· Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Benanain, Noelmina dan Aesesa)
	3

	
	
	· Lokasi Pengendalian  Pemanfaatan Ruang DAS sesuai kebijakan tata ruang
	9

	
	4.Meningkatnya Kualitas  Sanitasi Lingkungan
	Sanitasi lingkungan yang berkualitas
	

	
	5.Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik
	· Jumlah dan kapasitas transportasi umum
	66,66%

	
	
	· Peningkatan Keselamatan Transportasi
	66,66%

	
	6.Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	· Jumlah kawasan hutan yang dapat  dikelola oleh masyarakat sbg bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi
	46,6 %

	
	
	· Rencana tanggap bencana dan perubahan iklim mulai dari tingkat desa (kab/kota)
	22 kab/kota

	
	7.Men Kelestarian Lingkungan hidup
	· Optimalisasi Hukum-hukum lingkungan
	100%

	
	
	· Tersedianya Tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan
	100%

	
	
	· Tersusunnya Perda mengenai Penegakan Hukum Lingkungan
	100%

	
	8.Perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
	Penurunan Kerusakan Pesisir dan Laut
	80%

	
	9.Penggunaan Energi Baru Terbarukan
	Jumlah Pembangkit Listrik tenaga Surya dan Air
	5

	
	10.Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan
	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan dan Wajib AMDAL
	100%

	1. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan  perempuan
	1.Meningkatnya kapasistas perempuan untuk mengkakses sumber daya pembangunan
	Regulasi pelaksanaan PUG, perempuan dan anak
	33

	
	2.Meningkatnya Kelompok usaha perempuan
	· Kelompok usaha perempuan mendapat  akses pinjamam  modal dari lembaga formal permodalan  (%)
	66,6%

	
	
	· Jumlah kelompok usaha bersama perempuan (KUB)  (%)

	40%

	
	3.Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif
	· Keterwakilan  Perempuan dalam jabatanlegislatif, eksekutif, yudikatif dan sosbud (%)
	30%

	2. Peningkatan Kesejahteraan Anak
	Terbentuknya Desa Layak Anak
	· Jumlah Desa Layak Anak
	200

	
	
	· Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak
	203

	Peningkatan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan
	1.Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD
	· Produksi Tangkap (ton)
	85,261,09

	
	
	· RTP Tangkap
	21.204.896,54

	
	
	· Jmh Tenaga teknis yang profesional (orang)
	93

	
	
	· Produksi Budidaya (Ton)
	1.838.643,45

	
	2.Meningkatnya  SDM kelautan dan Perikanan
	· Jml RTP Budidaya (RT)
	60.109.793

	
	3. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi
	· Jumlah penyuluh (org)
	179

	
	
	· Jumlah Produk Export
	178.544.948

	
	
	· Jumlah Produk domestik
	240.981

	
	4.Jumlah investor dan industriperikanan mendukung peningkatan PDRB
	· Jumlah KUB (klpk)
	767

	
	
	· Jumlah Investor (PT)
	29

	1. Percepatan penurunan Kemiskinan masyarakat
	1.Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk  dari 20,03 % menjadi 15,0 %

	· Jumlah Penduduk miskin (%)
	16,74

	
	
	· Kelembagaan Desa/kelurahah yang dibina (%)
	100%

	
	
	· Jumlah Desa pengembangan TTG
	100

	
	
	· Jumlah Rumah dibangun (unit)
	11.812

	
	
	· Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur Desa/kelurahan (%)
	100%

	
	
	· Jumlah Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah (Desa/ kelurahan)
	2359

	
	2.Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
	· Jumlah KK Miskin yang mempunyai ketrampilan berusaha/ KUBE (kab/kota)
	22 Kab./Kota

	
	
	· Jumlah penghuni panti dinas yang ditangani (kab/kota)
	22 Kab./Kota

	
	
	· Jumlah KAT yang ditangani (Kab/kota)
	22 Kab./Kota

	2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap bencana
	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana
	Jumlah Desa Tangguh Bencanatermasuk bencana karena dampak
	22 Kab./Kota

	3. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan
	Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah
	· Percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan
	6 Kabupaten dan 5 Pulau terdepan

	
	
	· Jumlah penyelesaian perselisihan batas di beberapa segmen yang bermasalah
	8 segmen



Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 dimaksud yang terjabarkan dalan Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2016. Maka sambil menunggu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016 untuk wilayah Nusa Tenggara, yaitu : 

Tabel 4.1 
Sasaran RPJMN Tahun 2016 untuk Provinsi NTT
	
SASARAN
	TAHUN 2016 

	Pertumbuhan Ekonomi
	6,2

	Angka Kemiskinan
	17

	Tingkat Pengangguran
	2,4



Sedangkan persandingan Sasaran RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Provinsi NTT 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Persandingan Sasaran RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi NTT 2013-2018
	Sasaran Pokok /Indikator
	 RPJMN 2015-2019
	RPJMD 2013 – 2018

	
	Baseline 2014
	Sasaran 2019
	Baseline 2012
	Sasaran 2018

	1. EKONOMI 
	
	
	
	

	Ekonomi Makro 
	
	
	
	

	· Pertumbuhan ekonomi 
	5,1 %*
	8,0 %
	5,72%
	

	· PDB per Kapita (ribu Rp) 
	43.403
	72.217
	5,4%
	

	· Inflasi 
	8,4%
	3,5%
	5,8%
	

	· Tingkat Kemiskinan 
	10,96% **
	7,0-8,0%
	20,41%
	

	· Tingkat Pengangguran Terbuka 
	5,94
	4,0-5,0%
	
	

	Katahanan Pangan 
	
	
	
	

	· Produksi Padi 
	70,6 juta ton
	82,0 juta ton
	785.711
	960.000

	· Produksi Jagung 
	19,3 juta ton
	24,1 juta ton
	755.181 ton
	1.006.771 ton

	· Produksi Kedelai 
	0,92 juta ton
	2,6 juta ton
	
	

	Ketahanan Energi 
	
	
	
	

	· Produksi Minyak Bumi 
	818 ribu SBM per hari
	
	

	· Produksi Gas Bumi 
	1.224 ribu SBM per hari
	
	

	· Produksi Batubara 
	421 Juta Ton
	-
	-

	Katahanan Air
	
	
	
	

	· Kapasitas Air baku Nasional 
	51,44 m3/det
	118,6 m3/det
	
	

	· Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk 
	11%
	20%
	
	

	· Rasio elektrifikasi
	81,5% 
	96,6% 
	
	

	· Akses Air Minum Layak
	70% 
	100%
	48,19%
	%

	· Sanitasi Layak
	60,9%
	100%
	20,63%
	%

	· Perkembangan jalan nasional
	38.570 km 
	45.592 km 
	1.104 km
	

	· Kondisi mantap jalan nasional  
	94% 
	98% 
	90%
	100%

	· Perkembangan panjang jalan Tol 
	807 km 
	1.000 km 
	-
	-

	· Panjang Jalur Kereta Api 
	5.434 km 
	8.692 km
	-
	-

	· Perkembangan  pelabuhan utama/pengumpul 
	278 
	450 
	
	

	· Dwelling Time Pelabuhan 
	6-7 hari
	3-4 hari
	
	

	· Perkembangan jumlah bandara 
	237 
	252 
	14
	

	· On-time Performance Penerbangan 
	75%
	95 %
	
	

	· Kab/Kota yang dijangkau broadband 
	82%
	100%
	
	100%




4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Prioritas pembangunan atau juga dikenal dengan agenda pembangunan merupakan agenda pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahunnya, yang menjadi benang merah capaian tahunan menuju target sasaran 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Pencapaian ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas setiap tahunnya. Dengan demikian, prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan prioritas SKPD yang mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara timur Tahun 2016 dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Prioritas Pembangunan Nasional dikenal dengan Nawa Cita (9 cita-cita) sebagai berikut :
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
7)  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Memperhatikan kesembilan agenda prioritas nasional di atas, serta sasaran  pembangunan nasional, maka untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, ditetapkan Tema RKPD Provinsi NTT Tahun 2016. Tema RKPD 2016 dimaksud mengacu pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025 dan capaian kinerja pembangunan tahun 2014, yaitu  “Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berbasis Desa dan Kelurahan sesuai Potensi Keunggulan Wilayah Nusa Tenggara Timur dalam Bingkai NKRI”, dengan sub tema : Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang mendukung pencapaian 6 tekad Pembangunan Provinsi NTT. Prioritas daerah untuk tahun 2016 yaitu: 1) Peningkatan Pendidikan, Kepemudaan & Olah  Raga, 2) Peningkatan Kesehatan, 3) Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata, 4) Supremasi Hukum  dan Birokrasi Daerah, 5) Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur  berbasis RTRW dan Lingkungan Hidup, 6) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak,  7) Perikanan dan Kelautan, 8) Penanganan masalah : kemiskinan, wilayah perbatasan,  provinsi Kepulauan, dan daerah rawan bencana.
Prioritas pembangunan daerah tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) Strategi Pokok pembangunan daerah yaitu, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan sektor.
Tabel 4.3
Nawa Cita dan 8 Agenda Pembangunan Provinsi NTT
	No.
	Nawa Cita
(9 Agenda Prioritas Nasional)
	No.
	Delapan Agenda Pembangunan 
Provinsi NTT

	1.
	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 
	1.

	Peningkatan Pendidikan, Kepemudaan & Olah  Raga


	2.
	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
	2.
	Peningkatan Kesehatan


	3.
	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
	3.
	Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata

	4.
	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 
	4.
	Supremasi Hukum  dan Birokrasi Daerah

	5.
	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
	5.
	Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur  berbasis RTRW dan Lingkungan Hidup
	

	6.
	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
	6.

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


	7.
	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
	7.
	Perikanan dan Pariwisata

	8.
	Melakukan revolusi karakter bangsa. 
	8.
	Penanganan masalah : kemiskinan, wilayah perbatasan,  provinsi Kepulauan, dan daerah rawan bencana

	9.
	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
	
	



Lebih lanjut, prioritas pembangunan daerah dimaksud dioperasionalkan dalam program-program prioritas, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
1. Program Pembangunan daerah, yaitu program unggulan kepala daerah, harus dilaksanakan dalam tahun rencana, berkaitan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,berdampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Program Pembangunan Daerah dimaksud memperhatikan kewenangan provinsi sesuai arahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, antara lain  terdiri atas :
1. Program Pembangunan Desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah
2. Program P2LDT dengan fokus pembangunan 5 rumah per desa di 589 desa/kelurahan
3. Pembangunan Tahap II Kantor Gubernur Kedua
4. Tindak lanjut kerja sama pengembangan peternakan sapi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Pengembangan ekonomi maritim antara lain melalui tindak lanjut kerja sama kelautan & perikanan dengan Pemweintah Provinsi Jawa Tengah

2. Program Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan, merupakan program prioritas di tingkat SKPD, berhubungan dengan program unggulan SKPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. 
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan ini tetap memperhatikan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD penanggung jawab sesuai tupoksi, sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

Program Prioritas Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan 6 Tekad Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur,  yang merupakan potensi unggulan daerah dalam mendukung pemangunan ekonomi daerah. Pelaksanaan 4 tekad pembangunan yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi dan Provinsi cendana pada RPJMD Periode 2009-2013 dilanjutkan dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan skala usaha serta peningkatan jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah.  Untuk memperbesar daya ungkit pembangun ekonomi daerah, maka dilakukan percepatan dan peningkatan pengelolaan potensi unggulan baru yaitu pariwisata serta perikanan dan kelautan dengan menetapkan sebagai tekad pembangunan yaitu : NTT sebagai Destinasi utama pariwisata dunia dan NTT sebagai Provinsi Kepulauan berbasis Perikanan dan Kelautan. Pelaksanaan strategi kesinambungan pembangunan dijabarkan dalam pelaksanaan 6 tekad pembangunan untuk mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan khususya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan dan pariwisata serta  agenda perikanan dan kelautan. 
Pembangunan pariwisata dilaksanakan di seluruh wilayah dengan mewujudkan “ Sail Komodo 2013 sebagai jembatan emas NTT sebagai destinasi Pariwisata Dunia. Untuk kesiapan kawasan destinasi wisata maka  kebijakan nasional dalam pembangunan Desa Wisata akan disinergikan dengan program desa wisata daerah. Sehubungan Kota Kupang ditetapkan sebagai lokasi Flag off  Sail Indonesiamaka akan didukung  pembangunan marina dan pengembangan kawasan wisata Lasiana. 
 Rantai jaringan destinasi dunia dengan pintu masuk Labuan Bajo dengan jaringan destinasi dunia Komodo-Kampung Megalitik Dunia di Sumba-Taman laut terindah di Teluk  Maumere–Pulau Kepa, Prosesi Jumat Agung di Larantuka dan proses penangkapan Paus Tradisional di Lembata, Kampung adat dan  penduduk  tradisional  Boti,  dan Nemrala sebagai pusat selancar skala dunia serta didukung aneka ragam potensi destinasi wisata yang terbagi dalam empat klaster destinasi wilasata dikembangkan secara terpadu.  Untuk meningkatkan promosi pariwisata  akan    Badan Promosi Pariwista Nusa Tenggara  Timur yang beranggotakan para, pengusaha, pelaku dan profesional bidang pariwisata. 
Nusa tenggara Timur sebagai Provinsi kelautan dengan basis perikanan dan Kelautan akan didukung melalui peningkatan ekonomi,  aksesibilitas wilayah dan kelestarian kelautan melalui; (i)  mengoptimalkan pengelolaan kawasan strategis Taman Nasional Perairan Laut Sawu seluas 3,2 Juta Ha, (ii) Pengembangan 8 Satuan Wilayah Pengembangan Laut Terpadu (SW-PLT), (iii) Peningkatan pengelolaan Kawasan budaya rumput laut, mutiara dan kawasan pengembangan garam serta (vi) Peningkatan penelolaan potensi perikanan dan kelautan melalui peningkatan pengelolaan  potensi tangkap dan budidaya.
Pelaksanaan 6 tekad pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan dan didukung sektor terkait dengan sesuai potensinya. Pendekatan pembangunan dilaksanakan basis desa/kelurahan pada klaster kawasan yaitu kawasan pertanian terpadu untuk pengembangan jagung dan peternakan, kawasan  pesisir dan laut terpadu, kawasan wisata terpadu, kawasan pengembangan cendana dan pengembangan koperasi secara merata berbasis desa/kelurahan. Khusus  untuk prikanan juga dilaksanakan Pengembangan industri maritim pengolahan ikan dan rumput laut serta dan untuk peternakan dilaksanakan pengembangan rumah potong hewan modern.

Selain dalam rangka untuk mewujudkan 6 Tekad Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan program prioritas pembangunan juga dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Saat ini pembangunan yang dilakukan telah mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2014 sebesar 5,04% walaupun menurun dari tahun 2013 sebesar 5,43% namun berada di atas rata-rata nasional yang pertumbuhannya pada tahun 2014 ini sebesar 5,02%. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia. Kontribusi terhadap PDRB Nasional sebesar Rp 40,465.30 milyar. Memang tidak terlalu besar, memngingat PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mencakup minyak dan gas. Selain itu, masih banyak potensi unggulan yang belum dikelola dan masih rendahnya infrastruktur fasilitas pelayanan dasar. Sehubungan dengan itu strategi peningkatan dan percepatan pembangunan dilaksanakan melalui; (i)  peningkatan kinerja potensi unggulan yang sudah  dikelola; (ii) Perluasan dan percepatan pengelolaan potensi yang belum dikelola; dan (iii) peningkatan dan percepatan dukungan pembangunan infrasruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan sosial dasar. 

Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 baik program pembangunan daerah maupun program penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Program Prioritas Pembangunan, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggung jawab
	No
	Program Prioritas Pembangunan
	Indikator Kinerja Program (Outcome)
	Penanggung Jawab

	A
	URUSAN UMUM
	 
	 

	2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
	· Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan
	Semua SKPD

	 
	 
	· Terlaporkannya kinerja dan keuangan SKPD secara berkala dan tepat waktu
	 

	3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
	Semua SKPD

	4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terciptanya laporan kinerja keuangan yang baik
	Semua SKPD

	 
	 
	 
	 

	B
	URUSAN WAJIB
	 
	 

	1
	PENDIDIKAN
	 
	 

	1.1
	Program Pendidikan Non Formal
	Kompetensi tenaga pendidik non formal
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.2
	Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
	· Rasio Guru-Siswa SLB setiap jenjang;
	Dinas Pendidikan &  Kebudayaan

	
	
	· Rasio Kelas-Siswa SLB
	

	1.3
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	· Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK)
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	 
	 
	· Persentase kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan;
	 

	 
	 
	· Proprosi guru bersertifikat
	 

	1.4
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Rasio Guru-Siswa setiap jenjang (SD, SDLB, SMP, SMLB, SMA, SMK)
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.5
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Meningkatnya pengelolaan obyek budaya lokal
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	1.6
	Program Hibah Pendidikan
	· Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	PPKD

	
	
	· Peningkatan kualitas dan pemerataan guru
	 

	1.7
	Program Bantuan Sosial Kependidikan
	· Bantuan beasiswa pendidikan
	PPKD

	
	
	· Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah swasta
	 

	2
	KESEHATAN
	 
	 

	2.1
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
	· Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 
	Dinas Kesehatan

	 
	 
	· Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan RSUD
	 

	2.2
	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
	· Menurunnya kasus kematian ibu dan bayi
	Dinas Kesehatan

	 
	 
	· Meningkatnya jumlah dan kualitas posyandu, desa siaga, UKS dan desa yang melaksanakan STBM
	 

	2.3
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
	Menurunnya angka kejadian penyakit pada penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
	Dinas Kesehatan

	2.4
	Program Peningkatan Gizi
	Meningkatnya status gizi balita
	Dinas Kesehatan

	2.5
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas maupun pemerataan penyebaran
	Dinas Kesehatan

	2.6
	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
	· Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik
	Dinas Kesehatan

	 
	 
	· Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi dibidang kesehatan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kesehatan
	 

	2.7
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan rujukan 
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

	2.8
	Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
	Peningkatan mutu BLUD
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

	2.9
	Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
	· Hibah kepada organisasi kesehatan
	PPKD

	
	
	· Hibah kepada rumah sakit/klinik kesehatan
	 

	2.1
	Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan
	· Bantuan sosial penanganan masalah gizi
	PPKD

	
	
	· Bantuan sosial kejadian luar biasa karena penyakit dan bencana
	 

	
	
	· Bantuan sosial Jamkesda Provinsi
	 

	3
	PEKERJAAN UMUM 

	3.1
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Provinsi
	Dinas Pekerjaan Umum

	3.2
	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman di NTT
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	
	

	3.3
	Program Pengolahan Sumber Air
	Meningkatnya proporsi masyarakat yg mendapat pelayanan air bersih
	Dinas Pekerjaan Umum

	3.4
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
	· Meningkatnya luas wilayah pertanian yang mendapat pelayanan air irigasi dan embung
	Dinas Pekerjaan Umum

	
	
	· Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan embung
	

	
	
	
	

	3.5
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan / Program Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi (Perubahan terjadi karena catatan evaluasi Mendagri terhadap RAPBD TA. 2015)
	Meningkatnya jumlah desa yg telah dikembangkan infrastrukturnya
	Dinas Pekerjaan Umum

	3.6
	Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana  Infrastruktur PU
	· Meningkatnya ketersediaan data PU yang termuktahir
	Dinas Pekerjaan Umum

	 
	 
	· Menigkatnya pelayanan jasa laboratorium pengujian
	 

	 
	 
	· Pembinaan jasa konstruksi
	 

	4
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	

	4.1
	Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
	· Meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan;
	Bappeda

	
	
	· Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah provinsi
	

	4.2
	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan pusat
	Bappeda

	
	
	
	 

	4.3
	Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunnan antara daerah dan lembaga donor
	Bappeda

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.4
	Program  Desa Mandiri Anggur Merah
	Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi produktif 
	Bappeda

	4.5
	Program Hibah Ekonomi Produktif
	Menigkatnya proporsi desa yang menerima Hibah Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
	PPKD

	4.6
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	· Meningkatnya ketahanan, kapabilitas, potensi dan infrastruktur di wilayah perbatasan
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

	
	
	· Meningkatnya kemanan dan kesejahteraan melalui fasilitasi dan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
	

	5
	PERHUBUNGAN
	 
	 

	5.1
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
	Meningkatnya tingkat keamanan pelayanan perhubungan di daerah
	Dinas Perhubungan

	5.2
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Meningkatnya tingkat keselamatan lalulintas darat, laut dan udara
	Dinas Perhubungan

	6
	LINGKUNGAN HIDUP
	 
	 

	6.1
	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganann dampak perubahan iklim wilayah Provinsi NTT
	Badan Lingkungan Hidup Daerah

	
	
	
	

	6.2
	Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya luas lahan kritis yang ditangani
	Badan Lingkungan Hidup Daerah

	7
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	7.1
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

	7.2
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pengaras utamaan gender
	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

	7.3
	Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Hibah PKBI dan organisasi kemasyarakatan
	PPKD

	8
	SOSIAL
	 
	 

	8.1
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesrsos (PMKS) Lainnya
	Meningkatnya pelayanan sosial untuk masyarakat miskin, terpencil dan penyandang masalah kesra
	Dinas Sosial

	8.2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah social
	Dinas Sosial

	8.3
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
	Pembinaan bagi penyandang penyakit kronis, eks kusta dan korban tindak kekerasan
	Dinas Sosial

	8.4
	Program Penyandang Penyakit Sosial
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan penanganan deportan dan orang terlantar
	Dinas Sosial

	8.5
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesos
	Dinas Sosial

	8.6
	Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
	Tersalurnya bantuan jaminan hidup bagi perintis kemerdekaan, bantuan kepada yayasan/LSM yang menangani panti sosial dan bantuan alat bantu bagi penyandang cacat
	PPKD

	9
	KETENAGAKERJAAN
	 
	 

	9.1
	Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
	· Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan kerja
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	
	
	· Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan
	

	9.2
	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	9.3
	Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi
	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan wilayah transmigrasi
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	10
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

	10.1
	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
	Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	10.2
	Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya aktifitas usaha UMKM
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

	10.3
	Program Hibah Koperasi
	Tersalurnya hibah koperasi dan Dewan Koperasi Nasional Wilayah NTT
	PPKD

	11
	PENANAMAN MODAL 

	11.1
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

	11.2
	Program Peningkatan Investasi Daerah
	Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah
	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

	12
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

	12.1
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	· Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina
	Dinas Pemuda & Olah Raga

	
	
	· Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina
	

	
	
	· Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina
	

	
	
	· Menurunnya prosentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja
	

	12.2
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	· Peningkatan prestasi atlet pada semua cabang olah raga
	Dinas Pemuda & Olah Raga

	
	
	· Jumlah bantuan untuk klub yang berprestasi
	

	
	
	· Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pembudayaan olah raga
	

	
	
	· Jumlah fasilitas olah raga yang dikembangkan dan direhabilitasi
	

	12.3
	Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
	Hibah organisasi kepemudaan dan lembaga pembina olah raga
	PPKD

	13
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

	13.1
	Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
	· Meningkatkan koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 
	Badan Kesatuan Bangsa & Politik 

	
	
	· Meningkatnya peran aparatur pemerintah dalam memfasiltasi kewaspadaan nasional di daerah
	

	13.2
	Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	· Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi
	Badan Kesatuan Bangsa & Politik 

	
	
	· Meningkatkan ketahanan idiologi dan kewaspadaan nasional
	

	
	
	· Meningkatnya dukungan administrasi pelaksanaan program-program Badan Kesbangpol
	

	13.3
	Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
	· Meningkatnya peran dan fungsi anggota Pol. PP dan masyarakat umum dalam menjaga trantibun
	Satuan Polisi Pamong Praja

	 
	 
	· Meningkatkan peran anggota Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
	 

	13.4
	Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
	Meningkatnya peran PPNS dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada
	Satuan Polisi Pamong Praja

	
	
	
	 

	13.5
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam
	Meningkatnya kerjasama dalam tanggap darurat
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	13.6
	Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
	Hibah kepada TNI AU, TNI AD, TNI AL dan Polda NTT
	PPKD

	14.
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	14.1
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
	Terfasilitasinya agenda kegiatan Gub & Wagub  
	Biro Umum

	14.2
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku  
	Biro Keuangan

	14.3
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota
	Biro Keuangan

	14.4
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
	Meningkatnya ketersediaan perangkat aturan perundangan yang dibutuhkan
	Biro Hukum

	14.5
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
	· Meningkatnya penyebaran informasi tentang Perda baru;
	Biro Hukum

	
	
	· Meningkatnya penyebaran informasi tentang perundangan yang baru
	 

	14.6
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Meningkatnya efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah
	Biro Organisasi

	14.7
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	Tersedianya perangkat penilaian kinerja organisasi daerah
	Biro Organisasi

	14.8
	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya pengelolaan program dan kegiatan SKPD
	Biro Administrasi Pembangunan

	14.9
	Program Koordinasi dan Pembinaan  Pembangunan Perekonomian  dan Sumber Daya Alam
	· Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan Lembaga Keuangan)
	Biro Perekonomian

	
	
	· Pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus dan Kapet Mbay menjadi kawasan ekonomi dan  industri
	

	14.1
	Program Fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
	Meningkatnya fasilitasi kerjasama ekonomi dan pembinaan badan usaha
	Biro Perekonomian

	14.11
	Program Hibah Organisasi  Kemasyaralatan Bidang Perekonomian
	Hibah organisasi kemasyarakatan dan lembaga perekonomian daerah
	PPKD

	14.12
	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang kesejahteraan masyarakat
	Biro Kesejahteraan Rakyat

	14.13
	Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
	Meningkatnya kerukunan hidup beragama di daerah
	Biro Kesejahteraan Rakyat

	14.14
	Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
	Hibah keagamaan dan kesejahteraan social
	PPKD

	14.15
	Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan
	Bantuan sosial pendidikan
	PPKD

	14.16
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	· Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
	Biro Pemerintahan

	
	
	· Terfasilitasinya penyelesaian konflik pertanahan
	

	
	
	· Terkoordinasinya pengelolaan data pembinaan ketentraman dan ketertiban umum baik di provinsi dan kabupaten/kota
	

	14.17
	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otda
	· Terfasilitasinya semua kebutuhan tata kelola pemerintahan dan kebutuhan administrasi kependudukan
	Biro Pemerintahan

	
	
	· Terbentuknya daerah otonomi baru prov, kab, kota
	

	14.18
	Program Peningkatan, Komunikasi dan Informasi Daerah
	Publikasi Pelayananan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Biro Hubungan Masyarakat

	14.19
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	Kerjasama informasi dan media massa
	Biro Hubungan Masyarakat

	14.2
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatnya peran DPRD
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	14.21
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah
	Inspektorat 

	14.22
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa
	Inspektorat 

	14.23
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah di di Jakarta
	Kantor Penghubung

	14.24
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
	Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L
	Kantor Penghubung

	14.25
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Penataan Aset
	Meningkatnya pendapatan daerah dan penataanusahaan aset
	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

	14.26
	Program Pendidikan Kedinasan
	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur
	Badan Pendidikan & Pelatihan

	14.27
	Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
	Tersedianya data perijinan danb investasi
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

	14.28
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
	Meningkatnya pelayanan perijinan
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

	14.29
	Program Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
	Terfasilitasinnya pembinaan KORPRI
	Sekretariat Dewan KORPRI

	14.3
	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
	· Meningkatnya jumlah klaster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	
	
	· Tersedianya hasil penelitian bidang pemerintahan dan politik dalam rangka pengembangan demokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 
	

	14.31
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
	· Terwujudnya komunikasi intensif antara para peneliti dengan Dewan Riset Daerah
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	
	
	· Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan public
	

	
	
	· Pengembangan daerah melalui DOB
	

	14.32
	Program Pendidikan Kedinasan
	Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional PNS
	Badan Kepegawaian Daerah

	14.33
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya kinerja aparatur melalui pembinaan bidang kepegawaian 
	Badan Kepegawaian Daerah

	15
	KETAHANAN PANGAN
	 
	 

	15.1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
	· Meningkatnya cadangan ketahanan pangan masyarakat
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

	
	
	· Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
	

	 
	 
	· Meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses pangan
	 

	 
	 
	· Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 
	 

	15.2
	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
	· Meningkatnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

	 
	 
	· Meningkatnya peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Pos Penyuluhan Desa (Posludes) dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan
	

	 
	 
	· Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
	

	16.
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	16.1
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
	Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa 

	16.2
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
	· Jumlah Kader/Aparatur Desa yang dilatih
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa 

	 
	 
	· Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa
	

	 
	 
	· Jumlah Desa yg memiliki Lembaga CPPD/Unit Usaha Pangan Desa
	

	16.3
	Program  Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
	Jumlah kelompok UKM/Kelompok Usaha perempuan dengan penggunaan TTG
	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa 

	16.4
	Program Hibah Perumahan (P2LDT)
	Hibah perumahan dan peralatan TTG bagi masyarakat
	PPKD

	17
	KEARSIPAN
	 
	 

	17.1
	Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
	Tersedianya arsip daerah yang lengkap dan terkini
	Badan Arsip

	17.2
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya arsip
	Badan Arsip

	18
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI
	
	

	18.1
	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola komunikasi dan informasi
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.2
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	Meningkatnya peran media massa dalam pembangunan
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.3
	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya persebaran informasi pembangunan di media masa
	Dinas Komunikasi dan Informatika

	18.4
	Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
	Hibah organisasi komunikasi dan informasi
	PPKD

	18.5
	Program Pengembangan Data dan Informasi
	Meningkatnya penggunaan TIK dalam pelayanan pemerintahan 
	Kantor Pengolahan Data Elektronik

	18.6
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
	 Jangakuan infornasi pembangunan  di kab/kota
	Kantor Pengolahan Data Elektronik

	18.7
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Program dan Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan merupakan lanjutan pelaksanaan program/kegiatan  pada 19 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, yang menjamin kesinambungan tahun  2015 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur  Tahun 2013-2018,  untuk menjamin pencapaian target-target RPJMD.
1. Program/kegiatan pada RKPD 2016 mendukung kegiatan Strategis Nasional dan Daerah yang perlu mendapatkan prioritas  sesuai hasil Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 sehingga bersinergi dengan program dan kegiatan sesuai RKP 2016.
2. Program/kegiatan yang termuat dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 menindaklanjuti saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD.
3. Program/kegiatan yang termuat dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 memperhatikan rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat tentang konsistensi dokumen perencanaan dan pengganggaran.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar SKPD  
5. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.
6. Alokasi Pendanaan program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 dialokasikan dengan proporsi :
a) Pendidikan 20%
b) Kesehatan 10%
c) Belanja Modal 30%
7. Program/kegiatan diarahkan untuk :
· Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
· Menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD;
· Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
·  Kerjasama antar pemerintah daerah 
· Belanja  SKPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan  efektif
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